PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 1%  TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA METRO,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Walikota
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh
persetujuan bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang diajukan sebagaimana yang dimaksud huruf a, merupakan perwujudan
dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dijabarkan
kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah
disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal
12 Oktober 2012,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati Il Way
Kanan, Kabupaten Dati Il Lampung Timur dan Kotamadya Dati Il Metro (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4286),

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang NoTnor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia quor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Eepublik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lemb:iran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor, 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44186) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Neg@ra Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 438
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4502) sebagaimana teiah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nompr 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah NomQr 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pe!ayanaq Minimal (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembar?n Negara Republik indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (| Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dari
Pemanfaatan Insetif Pemungutan Pajak Daerah dan Refribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara
Raepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri NomO{ 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah
Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor
107 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12
Tahun 2010 (Lembaran Daergh Kota Metro Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107);

Dengan Persetujqan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan
WALIKOTA lrlETRO '
MEMUTusm :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN f013. ,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

1.
2.

Pendapatan
Belanja
Surflus (Defisit)

Rp. 596.242.101.7%4.-

Rp. 630.508.922.400,-

(Rp.34.266.820.646,")
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Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 36.266.820.646,-
b. Pengeluaran Rp. 2.000.000.000.-
Pembiayaan Netto Rp. 34.266.820.646.-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp.  Nihil

Pasal %
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 52.247.752.132,-
b. Dana Perimbangan sejumiah Rp. 451.839.529.822 -
¢c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 92.154.819.800,-
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sejumlah ‘ Rp. 10.897.520.725,-
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 4.497.951.875,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumiah Rp. 2.300.000.000,-
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejdmtah Rp. 34.552.279.532 -
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumiah Rp. 40.961.582.822 -
b. Dana Alokasi Umum sejumiah Rp. 374.201.187.000,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumiah Rp. 36.676.760.000,-

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis
pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Rp. 24.280.720.000,-

b. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus sejumiah Rp. 57.874.099.800,-

c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya sejumiah Rp. 10.000.000.000,-

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumiah Rp. 362.387.259.367 -

b. Belania Langsung sejumiah Rp. 268.121.663.033 -

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumiah Rp. 339.800.512.943 -

b. Belanja Hibah Rp. 18.627.496.424 -

c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 2.459.250.000,-

d. Belanja Tidak Terduga sejumiah Rp. 1.500.000.000,-

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 34.088.530.382,-

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 124.632.555.426,-

¢. Belanja Modal sejumlah Rp. 109.400.577.225,-
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari .

a. Penerimaan sejumlah Rp. 36.266.820.646,-

b. Pengeluaran sejumiah Rp. 2.000.000.000,-

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumiah Rp. 36.266.820.646-
b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumiah Rp. -

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
b. Pembayaran Pokok Utang sejumiah Rp. 1.000.000.000,-



Pasal ?

Uraian 1lebth lanjut Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagign yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

terdiri dari :
1. Lampiran |
2. Lampiranll
3. Lampiran il
4. Lampiran IV
5. LampiranV
6. Lampiran Vi
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIil
9. Lampiran IX
10. Lampiran X
11.  Lampiran XI
12.  Lampiran XI|
13.  Lampiran XilI

Ringkasan APBD;
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program
dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golon?an dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah; ‘

Daftar Penyertaan Modal (|nvesta§i) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Rengurangan Aset Tetap Daerah
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahup Sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran 2013

Daftar Dana Cadangan Daerah
Daftar Pinjaman Daerah dan Obliqas;i Daerah

Pasal

Walikota Metro menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Metro Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013.

Pasal T

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangl{an.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro. |

Diundangkan di Metro
pada tanggal

Ditetapkan di Metro
padatanggal 3G Desgmber 2012

brm WALIKOTA METRO, 77/

- LUKMAN HAKIM

30 Deletaber 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

A VWA

FITTER SYAHBOEDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2012 NOMPR 14



